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Dicanangkannya Deklarasi HAM PBB tahun 1948 merupakan tonggak permulaan meningkatnya
perhatian dan penghargaan terhadap hak - hak manusia terutama mengenai pekerja anak. Secara
Internasional diatur mengenai usia minimum seorang anak boleh bekerja dengan harapan bahwa
anak yang bekerja tersebut tidak terganggu kesehatan jiwa dan perkembangannya. Di Indonesia,
melalui Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1999 ditetapkan bahwa usia minimum seorang anak
diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun. Untuk menanggulangi masalah pekerja anak dilakukan
dengan cara melakukan pembatasan kerja bagi anak - anak agar pekerjaan yang dilakukan oleh
anak tersebut tidak merupakan pekerjaan terburuk untuk anak. Untuk itu, telah dilakukan suatu
program aksi untuk menanggulangi pekerja anak yaitu satu kegiatan yang dilaksanakan untuk
menghapus, mengurangi dan melindungi pekerja anak agar terhindar dari pekerjaan berat dan
berbahaya. Dalam penanganan pekerja anak ini juga dilibatkan seluruh komponen baik dari
pemerintah maupun masyarakat.
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